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PENETAPAN
Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sbh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang diajukan oleh :

Abdul Jamal S, NIK 1221050103640001 lahir di Medan tanggal 01 Maret 1964
(umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Desa Mananti Sosa Jae,
Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Dalam
hal ini Pemohon | dan Pemohon Il telah memberi kuasa kepada
Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn Advokat/Penasehat Hukum
pada Kantor Hukum Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn &
REKAN yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan Il Pasar
Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas,
Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
0035/SKK/RFDR/IV/2020 tanggal 15 April 2020 sebagai Kuasa
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2020
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal
tersebut dengan register perkara  Nomor  108/Pdt.P/2020/PA.Sbh,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa PEMOHON hendak menikahkan anak kandung
PEMOHON yang bernama :

Nama : MIRAYULIA PUTRI binti ABDUL JAMAL S

NIK : 1221056001020001

Tempat, tanggal lahir : Pasaman, 20 - 01- 2002

Umur : 18 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alama : Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja

Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.
Dengan calon Suaminya:

Nama : TUKIDI bin MARTO TIMPAL

NIK :1221050703850003

Tempat tanggal lahir : Ujung Batu Il, 07 - 03 - 1985

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Wiraswasta,

Alamat : Desa Ujung Batu Il, Kecamatan Hutaraja Tinggi,

Kabupaten Padang Lawas.
Selanjutnya disebut Calon Suami
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk dilaksanakan;
3. Bahwa alasan PEMOHON bermaksud segera menikahkan anak
PEMOHON dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan sejak bulan oktober tahun 2019 sampai sekarang serta untuk
mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul
dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4, Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, PEMOHON dan
keluarga calon suami anak PEMOHON telah mengurus administrasi dan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran rencana pernikahan anak PEMOHON dengan calon suaminya
ke instansi-instansi terkait,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas belum dapat
menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan anak
PEMOHON belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang
perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18
tahun;

5. Bahwa antara anak PEMOHON dan calon suaminya tidak ada
hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat,
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa anak PEMOHON berstatus Perawan/belum pernah nikah,
telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu
rumah tangga sedangkan calon suaminya berstatus Duda (cerai mati) dan
telah mempunyai penghasilan sebagai wiraswasta/Toke sawit.

7. Bahwa keluarga PEMOHON dan orangtua calon suami anak
PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada
pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan
tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang di kemukakan di atas,
PEMOHON bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang
dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON
2. Memberikan Dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernama MIRA
YULIA PUTRI binti ABDUL JAMAL S untuk menikah dengan seorang laki-
laki bernama TUKIDI bin MARTO TIMPAL
3. Membebankankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex
Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon
agar menunda pernikahan Anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi
Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir Anak
Pemohon dan calon suaminya yang bernama Tukidi bin Marto Timpal, serta
hadir juga keluarga dari calon suami anak Pemohon, masing-masing
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami dari Anak Pemohon menyatakan sudah kenal
dengan Anak Pemohon tersebut dan saling mencintai;

- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, tidak ada
hubungan darah atau sepersusuan;

- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta/Toke
sawit dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta
rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1221050103640001, atas
nama Abdul Jamal S, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas tertanggal
20 September 2016, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan
aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode
(P.1)

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221052607110002, atas nama Abdul
Jamal S, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 26 Juli 2011, telah
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bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian
diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221LT210120160016 atas
nama Mira Yulia Putri, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama
Abdul Jamal S dengan Ros Melan Hasibuan, asli akta tersebut dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang
Lawas tertanggal 22 Januari 2016, telah bermaterai cukup, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,
kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan
Nomor B-039/KUA.02.28.07/PW.01/4/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tertanggal
15 April 2020, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal
serta diberi kode (P.4);
B. Bukti Saksi
1. Irlan Hsb bin Alm. H. Anwar Hasibuan, lahir di Sibuhuan 08 September
1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Desa Salambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;
- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mira
Yulia Putri dengan dengan Calon Suaminya yang bernama Tukidi,
karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pomohon sudah datang ke
rumah keluarga Pemohon untuk melamar anak Pomohon, dan sudah
sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon
Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak
Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-
undang yang baru;
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- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai
wiraswasta/Toke sawit dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih
sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap
berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak
Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon
suaminya berstatus Duda (cerai mati);
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada
hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi
pernikahan;
2. Inglan Hasibuan binti Alm. Bgd. Soripada Hsb, Batang Bulu 01 Oktober
1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal
Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mira
Yulia Putri dengan Calon Suaminya yang bernama Tukidi, karena
keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pomohon sudah datang ke
rumah keluarga Pemohon untuk melamar anak Pomohon, dan sudah
sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon
Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak
Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-
undang yang baru;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai
wiraswasta/Toke dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih
sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
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- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap
berumah tangga dengan calon suaminya;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak
Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon
suaminya berstatus Duda (cerai mati);

- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada
hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi
pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan
persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya
dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang
diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum
perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya
berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu
fakta bahwa Anak Pemohon sudah sangat mencintai dan hendak menikah
dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor
Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur menikah yaitu 19
tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya
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Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang
sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak
Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan paman dari Calon Suami Anak
Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon serta
memberikan saran-saran kepada Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak
Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil,
Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya
mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan karena Pemohon
bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Mira
Yulia Putri binti Abdul Jamal S dengan Tukidi bin Marto Timpal, tetapi ditolak
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja
Tinggi, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19
tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya
permohonan Dispensasi Nikah karena pernikahan tersebut sangat mendesak
untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat
dekat sering pergi berduaan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya
yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair
maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa” barang
siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk
menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan
hak atau keadaan itu”, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil
permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Pemohon) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Kartu Keluarga)
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan anak Pemohon,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon)
merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur,
sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Formulir pemberitahuan kekurangan
syarat pernikahan/penolakan perkawinan) merupakan akta otentik, telah
bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan atau
kurang syarat perkawinan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1
(satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai
keadaan anak Pomohon sebagaimana posita Pomohon pada duduk perkara di
atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
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308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan
oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa MIRA YULIA PUTRI binti ABDUL JAMAL S adalah Anak kandung
Pemohon;

- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya
berstatus Duda (cerai mati);

- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon
suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa kedua orang tua tersebut menyetujui dan sepakat menikahkan
keduanya;

- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan
darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah
sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap
dan sanggup berumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai
wiraswasta/Toke dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih
sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Hutaraja Tinggi menolak untuk menikah Anak Pemohon karena belum
cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
bahwa benar antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya sangat mencintai dan
tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak
sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak
Pemohon adalah masalah umur yang nyatanya belum mencapai batasan umur
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur
19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar
calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan
maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah
serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta
sulit dipisahkan, lebih-lebih keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon
suami anak Pemohon oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan
calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas
usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan
percintaan anak Pomohon dan calon suaminya, maka Hakim mengambil
kesimpulan bahwa apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak
negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga
besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk
segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai
gaidah fighiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

INA caaycoOl apia Uia 1aE caaOcal
Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar
Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon untuk menikah
dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3
mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama

MIRA YULIA PUTRI binti ABDUL JAMAL S untuk menikah dengan
seorang laki-laki yang bernama TUKIDI bin MARTO TIMPAL di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi,
Kabupaten Padang Lawas;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada
hari Senin, tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04
Ramadhan 1441 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.l., M.A sebagai
Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi,
S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan

Pemohon II.

Hakim Tunggal

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A
Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.
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Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 0,00
- PNBP 'Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).
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